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I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara mengamanatkan bahwa terhadap komoditas mineral logam

wajib dilakukan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan

dan permurnian dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang

berkesinambungan untuk menjamin ketersediaan bahan baku untuk

kebutuhan dalam negeri.

Bahwa hingga saat ini pelaksanaan peningkatan nilai tambah

mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam

negeri belum terwujud sepenuhnya sehingga diperlukan percepatan

pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang dilakukan

seoptimal mungkin, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta

berkeadilan. Sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya pembangunan

fasilitas pemurnian di dalam negeri, Pemerintah perlu mengatur kembali

ketentuan mengenai pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral

logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian dengan melakukan

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain sebagaimana tersebut di atas, perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara juga mengatur mengenai pelaksanaan penjualan mineral dan

batubara dengan mengatur kembali ketentuan mengenai harga patokan,

divestasi saham dalam rangka memberikan manfaat yang optimal bagi

Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “harga patokan” adalah harga

yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan dalam

menentukan perhitungan kewajiban iuran produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Ayat (4)

Peraturan Menteri paling sedikit memuat biaya

penyesuaian yang dibebankan sebagai biaya

penjualan.

Angka 4

Pasal 97

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 112C

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 112F

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.
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